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LATAR BELAKANG MASALAH
Pemerintah terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan

investasi yang efisien. Untuk mendukung hal tersebut diterbitkan Peraturan Presiden

"'. Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan

Pelaksanaan Berusaha mengamanatkan:

1. Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaiaan hambatan,

penyederhanaan, dan pengembanagan system online dalam rangka percepatan

penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas:

a. Satuan Tugas Nasional,

b. Satuan Tugas Kementerian;

c. Satuan tugas Provinsi; dan

d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

2. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan perizinan

berusaha di provinsi/kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas

Nasional pada minggu pertama setiap bulan.

: Terkait dengan hal tersebut, maka Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan

1 Berusaha Kabupaten Badung menyampaikan laporan ini kepada Ketua Satuan

Tugas Nasional. Diharapkan laporan yang kami sampaikan dapat memberikan

gambaran perkembangan Percepatan Pelaksanaar Berusaha di Kabupaten Badung.

B. DASAR PELAKSANAAN
1. UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penanaman Modal.




. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

tentang Pelayanan Perizinan

. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2017.

. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Sektoral tentang Norma Standar Pedoman

. Keputusan Bupati
Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Badung.

dan Kriteria (NSPK)
. Peraturan Bupati

Badung

Badung Nomor

Nomor

02/044/HK/2018

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online.

45 Tahun 2018 tentang Pedoman

tentang Pembentukan

C.INVENTARISASI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT OLEH SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KABUPATEN BADUNG BULAN
APRIL TAHUN 2020

N | Nodan Tanggal Permasalahan Tindak Lanjut Status Keterangan
o Surat (Selesai

/ Belum

Selesai)

1 | Permohonan Permohonan 1. Pada tanggal 19 Belum Menunggu
ITR, Nomor ITR an. September 2019 dilakukan | selesai surat
pendaftaran PT.Anugerah pengecekan bersama- jawaban dari
190730152957 Sarana sama ke lokasi dengan Kementerian
dan surat Nomor | Propertindo mengajak instansi terkait, ATR/BPN RI.
007/SPIGL/ASP/ | belum dapat yaitu Dinas Kehutanan
11172020, tanggal diterbitkan, Provinsi Bali, Dinas PUPR,

18 Maret 2020, karena adanya Kantor Pertanahan Kab
perihal deviasi antara Badung, Dinas Pertanian
Permchonan hasil ploting dan Pangan, dan DLHK.
Penerbitan peta yang dibuat Berdasarkan hasil
Kebijakan Terkait | oleh DPMPTSP pengecekan lokasi '
Permasalahan Kab Badung diperoleh hasil ploting peta |
PT.Anugerah dengan ploting sesuai dengan hasil ploting | ;
Sarana yang dibuat oleh peta menggunakan NIB. ’ |
| Propertindo Dinas Pekerjaan | 2. Berdasarkan surat Kepala | |
| Umum dan DPMPTSP Nomor ! |
Penataan 005/7321/DPMPTSP, | |
Ruang Kab tanggal 22 Oktober 2019 | {
{ Badung, mohon penegasan posisi J
| bidang tanah thdp SHGB | b |




f an. PT.Anugerah Sarana
Propertindo kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kab
Badung.

3. Berdasarkan surat Kepala
DPMPTSP Nomor
640/1355/DPMPTSP,
tanggal 20 April 2020
memberikan tanggapan
atas surat Direktur
PT.Anugerah Sarana
Propertindo Nomor
007/SPIGL/ASP/ 11112020,
perihal Permohonan
Penerbitan Kebijakan
Terkait Permasalahan
PT.Anugerah Sarana

Propertindo

- D.KESIMPULAN

1. Sampai bulan April tahun 2020 perkembangan kegiatan Satgas Percepatan
Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Badung sebagai berikut:
a. Belum ada permasalahan telah diselesaikan.
b. Belum ada permasalahan dilimpahkan ke Satuan Tugas Provinsi / Nasional.

2. Dalam rangka mendorong efektivitas pelaksanaan Satuan Tugas diperlukan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP agar menyampaikan daftar inventarisasi

permasalahan kepada Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha secara
berkala setiap bulan.

b. Dilakukan analisa permasalahan, koordinasi dan peninjauan lapangan.
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Demikian Laporan Kegiatan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten
Badung Bulan April Tahun 2020 ini dibuat untuk diketahui dan digunakan
sebagaimana mestinya.

Mangupura, 30 April 2020
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
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